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Abstract

The digital era brings transformation in various aspects of life, including in
public services. This analysis investigates the quality of public services in the
digital era with a focus on implementation and challenges faced. The
ARTICLE INFO implementation of information and communication technology is believed to
be able to improve the efficiency and effectiveness of public services, facilitate
Received accessibility for the public, and simplify various administrative procedures.
August 20 However, the success of this digital transformation depends on various factors
2024 ’ such as the availability of technological infrastructure, cybersecurity, and the
Revised digital competence of government employees. Despite the great potential, the
November 23 implementation of digital services is also faced with various challenges. One of
2024 " the main challenges is the digital divide, which can hinder equitable access for
Accepted the entire community. In addition, the lack of public participation in the digital
December 03 service development process can reduce the relevance and effectiveness of the
2024 " services provided. Therefore, a comprehensive and inclusive strategy is
needed to address these challenges and maximise the benefits of digital
technology in improving the quality of public services. Successful digital
transformation will bring significant improvements to public services,

providing greater and more equitable benefits to society.

Article history:

Keywords: Public Service Quality, Digital Era, Implementation and Challenges

Published by CV. Creative Tugu Pena
ISSN 2774-7077
Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/

This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Sejak adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa
perubahan yang signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor publik. Digitalisasi telah
menjadi fenomena global yang tidak terelakkan, mempengaruhi cara pemerintah
memberikan layanan kepada masyarakatnya. Pelayanan publik yang dahulu dilakukan
secara konvensional kini semakin tergantikan dengan inovasi teknologi digital seperti e-
government, aplikasi mobile, dan sistem informasi terintegrasi.

Kualitas pelayanan publik adalah ukuran sejauh mana layanan yang diberikan oleh
instansi pemerintah atau lembaga publik mampu memenuhi kebutuhan, harapan, dan
kepuasan masyarakat. Kualitas ini mencakup berbagai aspek seperti kecepatan, ketepatan,
transparansi, akurasi, aksesibilitas, sikap petugas, dan kemudahan dalam mendapatkan
layanan (Balsalobre-Lorente et al,, 2023). Layanan publik yang berkualitas tidak hanya
mengutamakan efisiensi operasional tetapi juga memperhatikan faktor manusiawi dan
keadilan sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara adil dan
memadai. Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah diharapkan dapat
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membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang
baik (Wimelius et al., 2021).

Transformasi digital dalam pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan kapasitas pelayanan kepada masyarakat. Teknologi digital
memungkinkan proses administrasi menjadi lebih cepat, mengurangi biaya operasional,
dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Contohnya adalah
pengurusan dokumen kependudukan yang dapat dilakukan secara online, pembayaran
pajak secara elektronik, serta pemeriksaan kesehatan melalui telemedicine (Limna et al,,
2022). Melalui berbagai platform digital, masyarakat kini dapat mengakses informasi dan
layanan publik dengan lebih cepat, mudah, dan transparan. Misalnya, portal e-government
memungkinkan warga untuk mengurus berbagai administrasi seperti pendaftaran
kependudukan, perizinan usaha, pembayaran pajak, dan layanan kesehatan tanpa harus
datang langsung ke kantor pemerintah. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan, tetapi juga mengurangi biaya administrasi dan menghemat waktu
bagi Masyarakat (Deng et al., 2021).

Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, perkembangan teknologi digital juga
membawa tantangan tersendiri bagi pelayanan publik. Salah satu tantangan utama adalah
kesenjangan digital (digital divide) yang masih terjadi di beberapa daerah, dimana akses
dan literasi teknologi masyarakat belum merata (Atmaja et al., 2022). Selain itu, isu
keamanan dan privasi data menjadi perhatian penting mengingat meningkatnya ancaman
cyber yang dapat merugikan institusi publik maupun individu. Pegawai pemerintah juga
perlu beradaptasi dengan perubahan ini melalui pelatihan dan pengembangan
keterampilan di bidang teknologi (Kaur et al., 2021). Selain itu, regulasi dan kebijakan
harus terus diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan teknologi agar dapat
menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dari semua pihak untuk mengoptimalkan
manfaat teknologi digital sekaligus mengatasi tantangan yang muncul demi peningkatan
kualitas pelayanan public (Madan & Ashok, 2023).

Kualitas pelayanan publik di era digital tidak hanya diukur dari keberadaan
teknologi, tetapi juga dari seberapa efektif teknologi tersebut dapat meningkatkan
kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan (Chen et al, 2021). Untuk itu,
sangat diperlukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana teknologi
digital diimplementasikan dalam pelayanan publik dan apa saja tantangan yang dihadapi
sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut dapat dioptimalkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur mengenai implementasi teknologi digital
dalam pelayanan publik serta menidentifikasi tantangan yang dihadapi.

METODE

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian
literatur merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi,
dan menganalisis informasi yang terdapat dalam berbagai sumber tertulis seperti buku,
jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, dan dokumen lainnya (Firman, 2018); (Suyitno,
2021). Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami konsep, teori, dan temuan yang
telah ada dalam bidang studi tertentu serta untuk mengidentifikasi gap atau kesenjangan
dalam literatur yang ada. Penelitian literatur melibatkan langkah-langkah sistematis
seperti menentukan pertanyaan penelitian, melakukan pencarian literatur secara
menyeluruh, menyeleksi sumber yang relevan, mensintesis informasi yang diperoleh, dan
menyusun ulasan literatur yang terstruktur dengan baik. Metode ini sangat penting dalam
membangun landasan teori yang kuat untuk penelitian lebih lanjut dan memastikan
bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap
pengetahuan yang ada (Jelahut, 2022).
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Hasil dan Pembahasan
Implementasi Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik

Digitalisasi adalah proses mengubah informasi, data, atau objek fisik menjadi
format digital yang dapat diproses, disimpan, dan diakses melalui sistem komputer dan
perangkat elektronik. Proses ini melibatkan konversi data analog, seperti teks, gambar,
suara, dan video, menjadi format digital yang dapat diolah oleh teknologi computer (Adam
& Fazekas, 2021). Digitalisasi memungkinkan akses informasi yang lebih mudah, cepat,
dan efisien serta memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar dengan lebih
efektif. Penerapan digitalisasi dapat ditemui dalam berbagai sektor seperti pendidikan,
kesehatan, pemerintahan, serta bisnis dan keuangan, dimana dokumen-dokumen fisik
diubah menjadi dokumen elektronik untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan
fleksibilitas serta aksesibilitas informasi (Sunarti et al., 2021).

Teknologi digital, di sisi lain, mencakup berbagai perangkat, sistem, dan alat yang
dikembangkan untuk menghasilkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan
informasi dalam format digital. Contoh teknologi digital termasuk komputer, smartphone,
internet, perangkat lunak (software), platform media sosial, dan sistem cloud computing.
Teknologi digital memungkinkan automatisasi berbagai proses, analisis data dalam skala
besar (big data), implementasi kecerdasan buatan, dan berbagai inovasi lainnya yang
mendukung efisiensi dan produktivitas (Rachmad, 2024). Dengan perkembangan
teknologi digital, berbagai sektor telah mengalami transformasi signifikan yang
mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan, dan menawarkan
berbagai peluang baru bagi individu dan organisasi. Digitalisasi dan teknologi digital
saling berkaitan dan bersama-sama mendorong perubahan dan inovasi yang dapat
menguntungkan masyarakat secara luas (Wang et al., 2021).

Implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik telah membawa perubahan
signifikan dalam cara pemerintah dan instansi pelayanan publik berinteraksi dengan
masyarakat serta dalam efisiensi operasional mereka. Salah satu bentuk implementasi
teknologi digital adalah pemanfaatan e-government, yaitu penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan pemerintahan yang lebih
cepat, transparan, dan akuntabel (Osborne et al.,, 2021). Melalui platform e-government,
masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik seperti pengurusan identitas,
pembayaran pajak, pendaftaran bisnis, dan layanan kesehatan tanpa harus datang ke
kantor pemerintah. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga
mengurangi risiko terjadinya praktik korupsi melalui proses yang lebih transparan dan
terpantau (Rachmad, 2024).

Selain e-government, teknologi digital juga diterapkan dalam sistem manajemen
kualitas data dan informasi publik. Dengan adanya teknologi big data dan analisis data
yang canggih, pemerintah dapat mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah
besar untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Misalnya, dalam
menangani masalah kesehatan masyarakat, analisis data dapat membantu dalam
pelacakan penyakit, perencanaan distribusi vaksin, dan alokasi sumber daya medis yang
lebih efisien. Teknologi ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi
dalam menghadapi situasi darurat atau bencana alam (Cagigas et al., 2021).

Implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik juga mencakup
penggunaan platform digital untuk komunikasi dan partisipasi masyarakat. Melalui media
sosial, aplikasi layanan masyarakat, dan situs web interaktif, masyarakat dapat
menyampaikan keluhan, saran, atau aspirasi mereka secara langsung kepada instansi
terkait (Tan et al., 2022). Partisipasi aktif ini mendorong transparansi dan akuntabilitas
dalam pemerintahan, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara.
Selain itu, dengan adanya aplikasi mobile, masyarakat dapat dengan mudah memantau
status pengajuan layanan, mengakses informasi penting tentang kebijakan publik, dan
menerima pemberitahuan terkait pelayanan yang mereka butuhkan (Peng & Tao, 2022).
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Terakhir, layanan publik berbasis teknologi digital juga mencakup penyediaan
infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan internet yang cepat dan aman, serta
sistem keamanan siber yang handal untuk melindungi data pribadi masyarakat.
Pemerintah harus memastikan bahwa teknologi ini dapat diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Peningkatan literasi digital
juga menjadi kunci keberhasilan implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik,
agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi dengan optimal (Uyar et al, 2021).
Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, teknologi digital memiliki potensi besar untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan pengalaman layanan yang lebih
baik bagi masyarakat, serta memperkuat proses tata kelola pemerintahan yang modern
dan efektif.

Kelebihan dan kekurangan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik

Penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik menawarkan berbagai
kelebihan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu keuntungan utamanya adalah
peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan. Dengan teknologi digital, proses
administrasi yang sebelumnya memakan waktu lama dapat diselesaikan dengan lebih
cepat dan tepat (Mansoor, 2021). Contohnya, layanan e-government memungkinkan
pengurusan dokumen seperti KTP, paspor, atau surat izin usaha dilakukan secara online,
mengurangi waktu antrean dan kunjungan ke kantor pemerintah. Selain itu, transparansi
proses menjadi lebih terjamin karena setiap langkah dalam pengurusan dokumen dapat
dipantau secara real-time, mengurangi ruang bagi praktik korupsi dan penyuapan (Ansell
& Torfing, 2021).

Selanjutnya, teknologi digital juga memperluas akses masyarakat terhadap
layanan publik. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan
fisik dapat lebih mudah mengakses layanan pemerintah melalui internet dan aplikasi
mobile (Scupola & Mergel, 2022). Hal ini memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta
memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam
memperoleh layanan publik. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan juga menjadi
lebih interaktif, di mana mereka dapat memberikan masukan atau mengajukan keluhan
dengan cepat melalui platform digital, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih
responsif terhadap kebutuhan public (Maynard-Moody & Musheno, 2022).

Namun, di balik segala kelebihannya, penerapan teknologi digital dalam pelayanan
publik juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekhawatiran utamanya adalah
masalah keamanan siber dan privasi data. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi
digital membuat sistem pemerintahan rentan terhadap serangan siber, seperti peretasan
atau kebocoran data pribadi (Hantrais et al, 2021). Jika tidak diatasi dengan baik,
ancaman ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap system digital
pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menginvestasikan sumber daya yang
cukup untuk membangun dan menjaga infrastruktur keamanan siber yang kuat serta
menetapkan kebijakan perlindungan data yang ketat (Criado & Villodre, 2021).

Selain itu, ketimpangan akses teknologi juga menjadi tantangan besar, terutama di
negara-negara berkembang. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap
perangkat digital atau koneksi internet yang stabil. Faktor-faktor seperti biaya,
keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, dan literasi digital yang rendah masih menjadi
hambatan. Untuk itu, pemerintah perlu merancang program-program inklusif yang
menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan
digital agar semua warga negara dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal (Peng &
Tao, 2022). Tanpa langkah-langkah ini, penerapan teknologi digital dalam pelayanan
publik bisa berpotensi menimbulkan kesenjangan baru dalam akses dan kualitas layanan.

Selain tantangan terkait keamanan siber dan ketimpangan akses teknologi, ada
juga isu tentang adaptasi dan perubahan budaya kerja di sektor publik. Penerapan
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teknologi digital sering kali memerlukan perubahan menyeluruh dalam cara kerja dan
pola pikir birokrasi yang sudah ada. Pegawai negeri dan staf administrasi perlu dilatih
ulang untuk memahami dan menggunakan teknologi baru dengan efektif (Tao et al., 2022).
Proses ini bisa memakan waktu dan biaya, serta menghadapi resistensi dari mereka yang
lebih nyaman dengan sistem konvensional. Namun, dengan dukungan yang memadai,
pelatihan yang terus-menerus, dan pendekatan yang bertahap, transisi ini dapat berjalan
lebih mulus dan membawa manfaat jangka Panjang (Pan et al., 2022).

Selain itu, implementasi teknologi digital harus diimbangi dengan pengelolaan
perubahan yang baik, termasuk komunikasi yang jelas dan keterlibatan semua pemangku
kepentingan. Pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan
kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital yang ditawarkan. Hal ini bisa dilakukan
dengan cara transparansi dalam implementasi proyek digital, membudayakan keamanan
data, serta menyediakan dukungan teknis yang mudah diakses oleh masyarakat.
Pendekatan partisipatif yang melibatkan masukan dari berbagai komunitas dan kelompok
masyarakat dapat membantu menciptakan solusi yang lebih berdaya guna dan diterima
oleh semua pihak (Rahmatullah et al., 2022).

Kesimpulannya, teknologi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik, dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas
layanan. Namun, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan yang harus dikelola
dengan baik, seperti keamanan siber, ketimpangan akses teknologi, dan adaptasi budaya
kerja. Untuk memaksimalkan manfaat teknologi digital, pemerintah perlu mengambil
langkah-langkah proaktif, termasuk pengembangan infrastruktur keamanan siber,
program pelatihan digital, dan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan kebijakan
digital. Dengan demikian, teknologi digital dalam pelayanan publik dapat menjadi alat
yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.

Tantangan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital

Salah satu tantangan utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di era
digital adalah infrastruktur teknologi yang masih belum merata. Di banyak daerah,
terutama di wilayah terpencil, akses internet dan teknologi informasi masih terbatas. Hal
ini menyebabkan kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang
berdampak pada kesenjangan dalam akses terhadap layanan publik digital. Pemerintah
perlu berinvestasi secara signifikan dalam memperluas jaringan internet dan memastikan
ketersediaan perangkat teknologi yang memadai di seluruh wilayah untuk mengatasi
kesenjangan ini (Klochan et al., 2021).

Keamanan siber adalah tantangan kritis lainnya yang harus dihadapi dalam era
digital. Dengan meningkatnya ketergantungan pada sistem informasi dan data digital,
risiko serangan siber seperti peretasan, pencurian data, dan malware juga meningkat.
Lembaga publik harus memiliki strategi keamanan siber yang kuat untuk melindungi data
sensitif dan memastikan kontinuitas layanan. Ini termasuk pengembangan kebijakan
keamanan yang ketat, pelatihan berkala bagi staf tentang isu-isu keamanan siber, serta
investasi dalam teknologi keamanan terbaru (Skare et al., 2023).

Adaptasi terhadap teknologi baru adalah tantangan lainnya, terutama di sektor
publik yang sering kali memiliki budaya kerja yang kaku dan lambat berubah. Pegawai
negeri harus memiliki kompetensi digital yang memadai untuk dapat mengoperasikan
teknologi baru secara efektif (Skare et al., 2023). Hal ini memerlukan program pelatihan
dan pendidikan yang berkelanjutan, serta dukungan organisasi untuk mendorong
perubahan budaya kerja. Resistensi terhadap perubahan sering kali menjadi hambatan
besar, sehingga penting bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan manfaat dari
teknologi digital dan mendukung proses transisi dengan baik (Kitsios et al., 2021).
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Integrasi sistem adalah tantangan teknis yang signifikan karena berbagai
departemen dan lembaga pemerintah mungkin menggunakan sistem yang berbeda-beda
dan tidak kompatibel satu sama lain (Hai et al., 2021). Tanpa integrasi yang baik, bisa
terjadi duplikasi data, ketidakefektifan dalam pelayanan, dan kebingungan di antara
penerima layanan publik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan standar interoperabilitas
yang jelas dan upaya kolaboratif antar lembaga untuk menciptakan ekosistem teknologi
yang harmonis dan terintegrasi. Melalui integrasi sistem yang baik, pelayanan publik
dapat menjadi lebih efisien, responsif, dan user-friendly (Onyango & Ondiek, 2021).

Partisipasi publik dalam mendesain dan mengimplementasikan layanan digital
juga menghadapi tantangan tersendiri. Banyak warga yang masih awam dengan teknologi
digital atau tidak terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara
lebih inklusif dalam setiap tahap pengembangan layanan digital (Agostino et al., 2022). Ini
bisa dilakukan melalui konsultasi publik, survei, dan platform partisipatif online yang
memberikan ruang kepada warga untuk menyampaikan masukan dan feedback. Integrasi
umpan balik masyarakat ke dalam proses pengembangan layanan akan meningkatkan
relevansi dan efektivitas layanan yang disediakan (Cezarino et al., 2021).

Dengan demikian, Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital,
sejumlah tantangan harus diatasi dengan strategi yang terencana dan komprehensif.
Infrastruktur teknologi yang memadai, keamanan siber yang kuat, adaptasi dan
peningkatan kompetensi digital pegawai, serta integrasi sistem yang efektif adalah
beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Di samping itu, partisipasi publik yang
inklusif juga memainkan peran penting dalam memastikan layanan yang dibangun sesuai
dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan-tantangan
tersebut, kualitas pelayanan publik bisa ditingkatkan secara signifikan, sehingga dapat
memberikan manfaat yang lebih besar dan lebih merata bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Analisis kualitas pelayanan publik di era digital menunjukkan bahwa transformasi
digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan
publik. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat dapat membantu
menyederhanakan prosedur, mempercepat proses, dan mempermudah akses bagi
masyarakat. Namun, keberhasilan implementasi layanan digital sangat bergantung pada
beberapa faktor utama, seperti ketersediaan infrastruktur teknologi, keamanan siber yang
ketat, serta adaptasi dan pelatihan yang memadai bagi pegawai pemerintahan agar
mampu menggunakan dan mengelola sistem digital dengan optimal. Meskipun demikian,
berbagai tantangan juga harus dihadapi, termasuk masalah kesenjangan digital yang dapat
menghambat akses masyarakat luas terhadap layanan digital. Selain itu, partisipasi publik
yang inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang dikembangkan
benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kolaborasi antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan
digital dan memfasilitasi partisipasi aktif dari seluruh stakeholders. Dengan mengatasi
tantangan ini dan memanfaatkan potensi teknologi digital secara bijaksana, kualitas
pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan, memberikan manfaat yang lebih
besar dan merata bagi seluruh masyarakat.
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